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 Menimbang :

,'Me,ﬁgi‘ngvat :

S DENGAN RAHMAT TUI—IAN YANG MAHVA‘ESAV ‘

a.

Y Undang

.f'BUPATIKARANGANYAR;'f,

bahwa urusan pemerlntahan bldang kesatuan bangsa dan pohtlk"

: "dllaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtlk

bahwa. guna kelancaran dan ketert1bar1 : penyelenggaraan N

.:Pemermtahan Daerah maka perlu dlatur struktur tugas fungs1 5

dan tata kerja,

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud pada. L

huruf a‘dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupat1

‘tentang‘ Kedudukan, Susunan Orgamsa31 Tugas dan F‘ung31 :

serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan POhtlk

|

‘Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan' g

Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Prov1n31 Jawaf

E Tengah P

.y.’Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan

Daerah | (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014f A
Nomor }244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema'» g
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhlr_' o
. dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clptak .

- Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indones1a ‘Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara_Repubhk Indonema Nomor'
6573); | e E e |




Peratulran Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2016
,Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

"Nomor‘ 5887) sebagaimana ‘telah diubah dengan Peraturan

Pemermtah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

" Peratui*an Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat ,

' \
Daerah (Lembaran Negara“ Repubhk Indonesia Tahun 2019

' 'Nomor\ 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesa

Nomor 6402), v

. Peratuxlan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 ’I‘ahun

2016 tL:ntang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten ‘Karanganyar (Lembaran ‘Daerah  Kabupaten

= Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah\ Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagalmana telah
d1ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor \22 Tahun- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan»

!

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang |

: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- ,Karangalnyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
| Karanganyar Nomo1 113); '

S TR, MEMUTUSKAN:

1

 Menetapkan PERA’I‘URAN‘l BUPATI TENTANG = KEDUDUKAN, SUSUNAN
‘ ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

1

\ BABI
\ KETENTUAN UMUM
-
0

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan

L Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pernermtah Daerah adalah Bupat1 sebagai unsur penyelenggara
Pemermtahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemermtahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.-

. Bupati adalah Bupati Karanganyar. \



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwak11an Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
, Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretans Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur:
| Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas
mengoord1nas1kan Perangkat Daerah. |
6. Badan- Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya dlsebut
, Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerlntahan bidang kesatuan bangsa dan politik di
Daerah. > ' ‘
7. Kepala \Badan adalah P1mp1nan ‘dari Perangkat Daerah
Bakesbangpol '
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

S0, Subkoordmator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang

d1ber1kan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan keglatan
sesuai b1dang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagalmana

diatur peraturan pemndang—undangan tentang organisasi dan
tata kerja instansi.

' ‘J | - BAB II
| KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

1 Pasal 2

Bakesbangpol di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. 1 ' :
|
|
| . Pasal 3
(1) Susunan organisasi Bakesbangpol terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretarlat membawahkan:
1. Subbag1an Umum; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsmnal

c. Bldang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi

Sosxal Budaya dan Agama, membawahkan Kelompok Jabatan
Fungsmnal

R
f




d. Bid;'mg} Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; .
e. Bldang Kewaspadaan Nasional - dan Penanganan Konflik,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Kelorripok Jabatan‘Fungsional. |
(2) Bagan éusunan " Organisasi = Bakesbangpol sebagaimana
tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terplsahkan dari Peraturan Bupatl ini.

BABIII
TUGAS DAN FUNGSI

| , Bagian Kesatu

| Kepala Badan
| ;
| Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas . membantu Bupati dalam

'melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan
i ,
|
. _
‘ Pasal 5

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

politik.

: Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan

politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

\
undangan,

b. pelaksanaan kebijakan pada bidang pembmaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan keh1dupan demokras1 pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra
§uku, urtnat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik s051a1 di wilayah

Daerah ’ sesuai- dengan ' ketentuan peraturan perundang-
undangan; -




c. pelaksanaan koordinasi pada bidang pembinaan ideologi
Pancasﬂa dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negen dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, :sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku
da_ri intra; suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi | organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspad;aan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah

Daerah Vsesual dengan ketentuan peraturan perundang-

)

undangan

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan
ideologi I?ancasﬂa dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik d“alam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahana:h ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuk;u dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
1ainnya, fasilitasi organisasi kemasyafakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah
Daerah | sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangah; ' B ,

e pelaksaﬂaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah

kabup aten / kota,

f. pelaksan‘aan administrasi kesekretariatan badan kesatuan

bangsa dan pol1t1k dan

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| Bagian Kedua
| Sekretariat

L § ~ Pasal 6

(1) Sekretarlat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan.

(2) Sekretar1at dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

ayat (1)

1

|
Sekretaris

‘ mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan

dan pelaksanaan kebuakan,

Pasal 7

pengoordinasian, pemantauan,
evaluasi, pelaporan mehput1 pembinaan ketatausahaan, hukum,
keuangan aset, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen,

keorgamsasmn dan: ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawalan,
| dan pelayanan adm1mstras1
' |

o




e e ]

Pasal 8

:Dalam melaksanakdn tugas sebageumana dlmaksud dalam Pasal 7,

Sekretarls mempunya1 fungsi:

a.
b.

C.

' pengoordlnasmn kegiatan;

pengoord1nas1an dan penyusunan rencana dan program kerja;

'pembmaan ‘dan pemberlan dukungan administrasi yang

mel1put1 ketatausahaan keuangan, hukum,  hubungan
masyarakat kerumahtanggaan, kears1pan dan kepegawalan
pengoord1nas1an tata laksana; ‘

e. pengoord1nas1an dan penyusunan peraturan perundang-

'undangan serta pelaksanaan advokas1 hukum,
pengoord1nas1an pelaksanaan sistem pengendahan intern_ :

' pemermtah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

penyelenggaraan ‘pengelolaan barang m1l1k/ kekayaan daerah
dan pelayanan pengadaan barang/jasa; ‘
pelaksanaan monitoring, evaluas1 dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya, dan

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal9

| Subbaglan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

- beradayl dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarls.

e

~Kepala Subbagian Umum scbagaimana dimaksud pada ayat (1) |

|

: mempunya1 tugas pcnyiapan - bahan perumusah,

pengoord1na51an, ‘pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

|

“pelaporan  meliputi pembinaan perencanaan, keuangan,

| : g » A
ketatausahaan,  hukum, kehumasan, ketatalaksanaan,

keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, ‘

|

dan pelayanan administrasi Bakesbangpol.
. ‘ . % ‘

Bag1an Ket1ga

: Bldang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonom1 8031al

~ Budaya dan Agama

Pasal 10

Bidang Ideologl Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,
Sos1al Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ adalah unsur pembantu Kepala Badan.




(2) B1dang‘ Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,

Sosial Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Bidang, berada
| di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

| |

j Pasal 11
Kepala Bidéng Ideologi, WaWasan Kebanglsaan, Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budéya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
( ayat (2) mlempunyal tugas melaksanakan perumusan kebijakan
teknis bldang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaar.; serta ketahanan ekqnoml, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahaﬂ penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beraéama dan pengha’yat kepercayaan.

|
I

: | Pasal 12

| Dalam melgksanakan tugas sebagaumana dxmaksud dalam Pasal 11,

Kepala B1dang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,

Sosial Budaya dan Agama mempunyal fungs1

a. penyusunan program kerja pada bidang ideologi, wawasan
kebangsz;aan,' bela negara karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat

| beragamé dan penghayat kepcrcaYaan di wilayah Daeréh;

b. perumu?an kebijakan  teknis pada bidang ideologi, wawasan
kebangs%an, " bela negara, karakter bangsa, pémbauran
kebangsr;tan; bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ke}tahane‘m ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragamé dah penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;

c. pelaksanfaan kebijakan pada bidang | ideologi, wawasan
kebangséan bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahana}n ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat

‘ _beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;



d. pelaksanaanf\ koordinasi pada bidang tideologi, waWasan
kebangsaan, bela negara,. ‘ karakter bangsa, pembauran
kebangsa%m, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta B
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
‘-penyalahéunaan narkdtika serta fasilitasi kerukunan umat
be’ragamajﬁ dan penghayat kepercay:ian di wilayah Daerah;

e. pe’laksanéan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang
ideologi, }wawasankebangsaan,‘iaela negara, karakter bangsa,
pembaurénr kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukun:’an umat beragama dan penghayat kepercayaan di
wilayah baerah;dan ‘

f. pelaksaﬁaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

f Bagian Keempat
‘ B1dang Politik Dalam Negen dan Organ1sas1 Kemasyarakatan
‘ | Pasal 13

(1) 1dangy Pohtlk Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
, sebagaﬁmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah

unsur pembantu Kepala Badan..

(2) B1dang Polittk Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

d1p1mp1n oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

- Pasal 14
Kepala: Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan pada bldang
pendldlkan pohtlk etika budaya politik, peningkatan demokras1
fasilitasi kelembagaan pernermtahan perwakilan dan partai. politik,

permhhan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi pol1t1k serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan
)

pemberdayaan orgamsa31 kemasyarakatan evaluasi dan mediasi

sen '
.gketa lorgamsam kemasyarakatan, pengawasan organisasi

--kemasyaraka_tan dan organisasi kemasyarakatan asing




Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebageumana dimaksud dalam Pasal 14

Kepala Bldang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai fungsi: ‘ ‘

a. - ‘penyusunan program kerja pada bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerin:tahan, perwakilan .dan = partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi
politik y serta  pendaftaran  organisasi kemasyarakatan,

- pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi

| . . - . - .
sengket:%\ organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan- dan organisasi kemasyarakatan asing di
Daerah,‘

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan padé bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,

fasilitasig kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

politik, ?pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah,
pemantauan  situasi politik serta pendaftaran organisasi

kemasyairakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan,

evaluasi| dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
pengawasan organfsasi kemasyarakatan, dan organisasi
kemasya}akatan asing di Daerah; | |

C. pelaksanaan kebijakan pada bldang pendidikan politik, etika
‘ budaya pohtlk peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemermt\ahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan .

umum/pemilihan -hmum kepala Daerah, pemantauan situasi
politik | serta pendaftaran organisasi  kemasyarakatan,

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi

sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
. kemasyarakatan dan orgamsas1 kemasyarakatan -asing di
Daerah; ’ -

d. pelaksanaan koordinasi pada bidang pendidikan politik, et1ka

budaya pohtlk pemngkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemermtqhan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pcmilihén ‘umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan
organisas[i kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi

kemasyar?katan dan organisasi kemasyarakatan asing di -

Daerah;

A

1
\
|
i
|

e e A S



|
!
|

e. pelaksa\naan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik :pemilihan umum/ - pemilihan umum kepala daerah,

. pemantauan situasi politik sei‘ta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan pemberdayaan orgamsam kemasyarakatan
evaluas; dan . mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
penga;wésan organisasi kemasyarakatan dan organisasi -
kemasyérakatan asing di Daerah; dan ,

f. pelaksanaari tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

|
‘\v -Bagian Kelima

\ v
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
L Pasal 16
(1) Bidang. | Kewaspadaan Nasmnal dan Penanganan Konflik
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah

unsur pembantu Kepala Badan.
(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin

" oleh Kepala B1dang, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan. '
[
R Pasal 17
Kepala Bida:ng Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas
perumusan lxpelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini,
' kerjasérna iﬁtelijen,'pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bxdang kewaspadaan, serta penanganan konﬂlk
‘ Pasal 18
Dalam’ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Kepala B1dang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
mempunyai fung31
a. penyusunan program kerja pada bldang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, -
fasilitasi lfclcmbagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di Daerah;



|
\
!

. penyusunan bahan - perumusan kebijakan pada bidang
/ kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan lembaga asin'g, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fas1hta51 kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di Daerah;,

pelaksanaan kebijakan - pada ‘bidang kewaspadaan dini, -

kerjasarr:m intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
faéilitasii; kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik d\i Daerah; -

.pelaksaﬂaan koordinasi pada bidang kewaspadaan  dini,

kerjaséma intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan 1embaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,

fas1hta51 kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik d1 Daerabh;

. pelaksanaan momtormg, evalua31, dan pelaporan pada bldang

kewaspagiaan dini, kerjasama mtehjen, pemantauan orang asing,

- tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

Pasal 20
‘Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional -
- yang terbag1 dalam kelompok sesuai dengan bidang
keahhannya '

antar ne;gara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penangaflan konflik di Daerah;dan
pelaksanéan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

[ ~ Bagian Keenam

: Kelompok Jabatan Fungsional

_ | - Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
peraturah perundang-undangan - berada = dibawah dan
bertanggung]awab kepada Kepala Bidang,. v
Jumlah | Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), d1tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

|
!

[

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagaimana dlmaksud
pada ayaF (1) diatur sesuai pe:aturan perundang-undangan.

|

|
i
|
|



o

Pasal 21
(1) Pada Kplompok © Jabatan =~ Fungsional dapat dibentuk
Subkoordinator, paling banyak 2 (dua) dalam 1 (satu)
Sekretanat/ Bidang.
(2) Jenis dan Jumlah Subkoordlnator dltetapkan oleh Bupat1 atas
usulan Kjepala Badan.
| | Pasal 22
Jabatan Fungsmnal melaksanakan tugas dan bertanggung jawab.
kepada Ke(pala Badan melalui Subbaglan dan atau Bidang/
Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas J abatan Fungsional.

- ~ BABIV

TATA KERJA

Pasal 23

Kepala Bgdan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan
pemerintahan kepada Bupati. |

i . Pasal 24
Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan,

analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi
jabatan kepada Bupati.

| o Pasal 25

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian
serta Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbég1an
melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan,
pengorgan1sa31an pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbaglan‘
rnelak/sanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1 | o Pasal 26
K
(1) epal{a Badan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan

~dan memberikan
pengarahan terhad
bawahan adap pelaksanaan tugas

- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan

kmengambﬂ langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
etentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 27
Kepala B’adrTin wajib menyanipaika_n laporan berkala tepat pada
waktunya. ‘ S
J Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas di w11ayah Kepala Badan waJ1b

melakukan koordlna31 dengan Camat.

- BABV
- KETENTUAN PERALIHAN

‘ L Pasal 29
(1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan ‘tugasnya
| sampax‘ dengan d1tetapkannya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini. ' : | _
(2) Pejabat’ Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupatr‘
ini- tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan d1tetapkannya Jabatan Fungsional . sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. '

(3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)

bertanggung]awab kepada pejabat administrasi di atasnya.

o ' BAB VI
| KETENTUAN LAIN LAIN

i Pasal 30
Bakesbangpol dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat
koordinatif dan fungs1onal untuk menymkronkan pelaksanaan
tugas dan fungs1 masmg—masmg

|

i - Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai ura1an tugas setiap _]abatan diatur
dengan Peraturan Bupati tersendlrl

;, BAB VII
| KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 32

Pada saat, Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 106 ' Tahun 2019 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuani Bangsa dan Politk (Berita Daerah Kabupaten
,Karanganyar Tahun 20 19 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku




| Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan | Bupatl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

itetapkan di Karanganyar

| D kan di Karangany

~ pada tanggal 31 Desember 2021
| ~ BUPATI KARANGANYAR,

5 ‘ .

ttd

|
|
|

| '~ JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar : L
pada tanggal 31 Desember 2@21
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd \
SUTARNO '
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
~ SEKRETARIAT DAERAH

% KABUPATEN KARANGANYAR
. \, s .




el LAMPIRAN .
e PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
7 - NOMOR 121 TAHUN 2021
- - TENTANG ' ,

L KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
g : SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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